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Pendidikan Desa Vokasi menciptakan 
masyarakat terampil, berkarakter, siap 
kerja, dan berdaya saing. 









































Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun petunjuk teknis yang 
merupakan acuan bagi penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam 
spektrum perdesaan yang disebut program Desa Vokasi tahun 2013.  
Berdasarkan rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak 
Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) tahun 2010-2014, 
prioritas program pendidikan nonformal antara lain adalah meningkatkan 
pelaksanaan program kursus dan pelatihan berbasiskan perdesaan yang 
berorientasi pada kecakapan hidup yang bermutu dan relevan. Salah satu 
program tersebut adalah Program Desa Vokasi dengan fokus pemberdayaan 
potensi di wilayah perdesaan.  
Misi dan tujuan dari Program Desa Vokasi adalah mengentaskan 
kemiskinan, menekan angka pengangguran dan tingkat urbanisasi dengan 
memberikan pendidikan keterampilan kepada masyarakat di suatu desa 
dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif 
dari sumber daya dan potensi suatu desa berbasis kearifan lokal.  
Program ini adalah untuk memberikan bekal keterampilan kepada 
masyarakat desa untuk menciptakan wirausaha baru, menghasilkan produk 
barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut dalam rangka mengurangi 
kemiskinan di Indonesia. 
Layanan program pada tahun 2011 Ditjen PAUDNI memberikan 
bantuan bagi 11.420 peserta didik dan 10.000 peserta didik  pada tahun 
2012. Pada tahun 2013 Ditjen PAUDNI akan memberikan bantuan 
penyelenggaraan program Desa Vokasi untuk 11.000 peserta didik di 
seluruh Indonesia  
Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat 
dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PAUDNI dalam 
penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan khususnya 
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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun petunjuk 
teknis program Desa Vokasi tahun 2013 yang dapat dijadikan acuan 
para penyelenggara program Desa Vokasi.  
Program Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan 
sumberdaya manusia dalam spektrum perdesaan dengan pendekatan 
kawasan, yaitu kawasan perdesaan yang dilandasi oleh nilai-nilai 
budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. 
Tujuan dari program Desa Vokasi secara umum adalah 
mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dengan 
memberikan keterampilan kerja bagi warga masyarakat diwilayah 
perdesaan yang masih menganggur karena tidak memiliki 
keterampilan yang sesuai kebutuhan lapangan kerja. 
Untuk mewujudkan penyelenggaraan program tersebut 
diperlukan dukungan semua pihak untuk memanfaatkan petunjuk 
teknis ini dengan benar, sehingga pada pelaksanaan seluruh program 
Desa Vokasi dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat 
penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. 
Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan 
sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk 
teknis program ini di masa mendatang. Amin. 
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A. Latar Belakang 
Latar belakang mengapa Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 
Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan memberikan dana bantuan program Desa 
Vokasi, alasannya adalah: 
1. Angka kemiskinan di Indonesia sesuai data BPS 2012 
sebesar 29,89 juta jiwa atau sebesar 12,36%  dari 
237,64 juta penduduk Indonesia hasil sensus penduduk 
BPS tahun 2010; 
2. Angka Pengangguran terbuka di Indonesia sesuai data 
BPS bulan Agustus tahun 2012 sebesar 7,24 juta jiwa 
atau 6,14 % dari  jumlah angkatan kerja sebesar 120,41 
juta jiwa; 
3. Jumlah Drop Out SMK/SMU/MA ditambah lulusan 
SLTP, SLTA tidak melanjutkan ke pendidikan lebih 
tinggi sesuai data PDSP Kemdikbud th 2011 sebesar 
1,7 juta anak/tahun. 
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Data tersebut akan memberikan beban tersendiri bagi 
pemerintah, karena dengan bertambahnya kemiskinan, 
pengangguran dan putus sekolah (drop out) atau lulus tidak 
melanjutkan maka akan memicu munculnya permasalahan 
sosial seperti kejahatan, penyalahgunaan narkoba, 
pergaulan bebas, perdagangan orang (trafficking), 
munculnya gejala terorisme, maraknya demo yang anarkis, 
dan lemahnya daya saing bangsa. 
Indonesia memiliki hampir sekitar 63.900 desa yang 
tersebar diseluruh nusantara dengan keanekaragaman 
kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik di sektor 
pertambangan, pariwisata, pertanian, kehutanan, 
perkebunan dan lain sebagainya. 
Program Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembang-
kan sumberdaya manusia dalam spektrum perdesaan 
dengan pendekatan kawasan, yaitu kawasan perdesaan 
yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan 
memanfaatkan potensi lokal. Melalui program Desa Vokasi 
ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang 
menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya 
kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi 
sumberdaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga 
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masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai 
keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau 
menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya 




Secara umum dasar pemberian bantuan bagi peserta didik 
kursus dan pelatihan sesuai dengan amanat; 1) Undang-
undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, dan 3) Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 
2012 tentang  Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di Bidang PAUD, 
Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. Hal 
penting yang memberikan amanat kursus dan pelatihan 
dalam mendukung pengurangan pengangguran dan 
kemiskinan adalah: 
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 5, 
berbunyi: “Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi 
masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, 
keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 
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mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, 
usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi”. 
Artinya adalah pembekalan pengetahuan, keterampilan, 
kecakapan hidup yang diselenggarakan pada kursus dan 
pelatihan (pendidikan nonformal) selain untuk 
mengembangkan diri, melanjutkan pendidikan lebih tinggi 
dan pengembangan profesi, juga untuk membantu peserta 




Tujuan penyelenggaraan Program Desa Vokasi adalah: 
1. Memberikan berbagai keterampilan kerja bagi warga 
masyarakat yang karena sesuai hal menganggur karena 
tidak memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan 
lapangan kerja. 
2. Mendorong lembaga-lembaga pendidikan nonformal 
untuk memberikan pembekalan bagi masyarakat untuk 
memiliki keterampilan kerja sekaligus mengurangi 
pengangguran dan kemiskinan. 










Desa Vokasi adalah kawasan perdesaan yang menjadi 
sentra penyelenggaraan kursus dan/atau pelatihan berbagai 
kecakapan vokasional dan pengelolaan unit-unit usaha 
(produksi/jasa) berdasarkan keunggulan lokal dalam 
dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. 
Dengan demikian, Desa Vokasi merupakan kawasan 
perdesaan yang mengembangkan berbagai layanan 
pendidikan keterampilan (vokasi) dan kelompok-kelompok 
usaha untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang 
mampu menciptakan produk barang/jasa atau karya lain yang 
bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dengan menggali dan 
mengembangkan potensi desa yang memiliki keunggulan 




PENGERTIAN DESA VOKASI 
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B. Ruang Lingkup Program Desa Vokasi yang 
dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan 
 
1. Calon Peserta Didik 
Kriteria peserta didik yang layak diusulkan untuk 
memperoleh dana bantuan sosial program Desa Vokasi 
adalah: 
a. Warga masyarakat putus sekolah atau lulus tidak 
melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di 
sekolah atau program pendidikan kesetaraan), 
menganggur, dan tidak mampu; 
b. Penduduk usia produktif (18-40 tahun); kecuali khusus 
untuk pembinaan pekerja anak, peserta boleh berusia 15 
- 17 tahun. 
c. Diprioritaskan warga masyarakat yang berdomisili di 
sekitar lokasi kegiatan; 
d. Memiliki kemauan untuk mengikuti program 
pembelajaran hingga selesai; 
e. Memiliki minat dan motivasi untuk mengembangkan 
keterampilan yang diselenggarakan. 
Data calon peserta didik minimal dibuktikan dengan 
melampirkan fotokopi KTP calon peserta didik. 
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2. Jenis Keterampilan yang dapat diusulkan 
Jenis keterampilan yang dapat diusulkan untuk program 
Desa Vokasi diantaranya: 
a. Jenis keterampilan yang sesuai dengan potensi desa 
atau kebutuhan masyarakat desa untuk usaha mandiri;  
b. Jenis keterampilan non terstruktur yang dapat dijadikan 
keterampilan produksi atau jasa yang laku jual 
(marketable). 
 
3. Lembaga yang dapat mengusulkan 
a. Persyaratan administrasi  
1) Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang akan 
mengajukan dana bantuan sosial program Desa Vokasi: 
a) Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) 
yang sudah divalidasi; 
b) Diprioritaskan bagi LKP yang berkinerja A atau B, 
atau sudah terakreditasi BAN-PNF; 
c) Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan 
rekening pribadi) yang masih aktif dan disahkan 
oleh bank yang bersangkutan. Nama lembaga dan 
alamat yang tercantum dalam rekening harus sama 
dengan nama dan alamat lembaga. 
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d) Memiliki NPWP atas nama lembaga (bukan NPWP 
pribadi). Nama dan alamat yang tercantum dalam 
NPWP harus sama dengan nama dan alamat 
lembaga. 
e) Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota, UPT, atau pejabat dari instansi 
terkait. 
 
2) Bagi lembaga non LKP yang akan mengajukan dana 
bantuan sosial program Desa Vokasi minimal 
memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: 
a) Bagi PKBM harus memiliki Nomor Induk Lembaga 
PKBM (NILEM); 
b) Bagi Rumah Pintar, Pondok Pesantren, SKB/BPKB, 
Yayasan Pendidikan, SMK, Politeknik, harus 
memiliki ijin operasional dari instansi yang relevan; 
c) Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan 
rekening pribadi) yang masih aktif dan disahkan 
oleh bank yang bersangkutan. Nama lembaga dan 
alamat yang tercantum dalam rekening harus sama 
dengan nama dan alamat lembaga. 
d) Memiliki NPWP atas nama lembaga (bukan NPWP 
pribadi). Nama dan alamat yang tercantum dalam 
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NPWP harus sama dengan nama dan alamat 
lembaga. 
e) Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan 
atau dinas yang relevan di tingkat kabupaten/kota, 
UPT, atau pejabat dari instansi terkait; 
 
3) Organisasi/Lembaga yang bergerak di bidang 
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, minimal 
memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: 
a) Memiliki legalitas organisasi/lembaga dari pihak 
yang berwenang; 
b) Memiliki rekening bank atas nama 
organisasi/lembaga (bukan rekening pribadi) yang 
masih aktif dan disahkan oleh bank yang 
bersangkutan. Nama organisasi/lembaga dan alamat 
yang tercantum dalam rekening harus sama dengan 
nama dan alamat organisasi/lembaga; 
c) Memiliki NPWP atas nama organisasi/lembaga 
(bukan NPWP pribadi). Nama dan alamat yang 
tercantum dalam NPWP harus sama dengan nama 
dan alamat organisasi/lembaga; 
d) Memperoleh rekomendasi dari kepala desa atau 
kepala pemerintahan setingkat desa, organisasi 
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induk, dinas pendidikan, atau dinas yang relevan di 
tingkat kabupaten/kota, atau pejabat dari instansi 
terkait; 
 
b. Persyaratan teknis lembaga 
Semua lembaga yang akan mengusulkan dana bantuan 
sosial program Desa Vokasi wajib memenuhi persyaratan 
teknis sebagai berikut: 
1) Bergerak dalam bidang pendidikan nonformal, 
pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat. 
2) Memiliki struktur organisasi yang jelas dan seluruh 
fungsi dan tanggung jawab jabatan berjalan dengan 
baik. 
3) Memiliki program kerja yang jelas. 
4) Memiliki pendidik/fasilitator yang ahli sesuai bidang 
keterampilan (vokasi) yang akan dikembangkan. 
5) Memiliki komitmen, kepedulian dan pengalaman dalam 
pengembangan masyarakat. 
6) Mampu menyediakan sarana pembelajaran (teori dan 
praktik) dengan jumlah yang memadai dan sesuai jenis 
keterampilan yang diusulkan 
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7) Sanggup membelajarkan, melatih, membimbing dan 
melakukan pendampingan lulusan dalam merintis dan 
mengembangkan unit usaha. 
8) Memiliki jaringan usaha (pemasaran, permodalan dan 
mitra usaha). 
9) Memiliki sarana pembelajaran (teori dan praktik) 









4. Besaran Dana Bantuan 
Dana bantuan sosial program Desa Vokasi ini bersifat 
stimulan (hanya membantu meringankan dan meningkatkan 
mutu pembelajaran). 
a. Besaran Dana 
Besaran dana yang disediakan oleh pemerintah maksimal 
Rp 1.600.000,- per orang. Besaran dana tersebut dapat 
disesuaikan dengan keterampilan yang diusulkan. 
 
Catatan:  
Organisasi/lembaga masyarakat/lembaga pendidikan yang sudah pernah 
menerima dana bantuan sosial program Desa Vokasi pada tahun 
sebelumnya, dapat mengajukan dana bantuan Desa Vokasi tahun 2013, 
dengan kriteria: a) Telah melaksanakan program sesuai proposal, b) Tidak 
ada temuan pelanggaran/penyimpangan dalam penyelenggaraan program 
dan pengelolaan dana, c) Peserta program Desa Vokasi tahun sebelumnya 
telah merintis usaha mandiri dan dilampirkan dalam proposal, dan d) 
Telah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
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b. Pemanfatan Dana 
Besaran dana yang diusulkan digunakan untuk 
membiayai bantuan sosial program Desa Vokasi 
meliputi: 
1) Bantuan biaya penyelenggaraan kursus dan pelatihan 
di lembaga penyelenggara sebesar 50% digunakan 
untuk honor instruktur, transport peserta, transport 
pelaksanaan evaluasi program, bahan ajar/modul, 
manajemen, kewajiban pajak, penyusunan dan 
pengiriman laporan; 
2) Biaya bantuan sebesar 50% digunakan untuk merintis 
dan mengembangkan usaha, dapat diberikan dalam 
bentuk peralatan dan/atau dana usaha yang dapat 
dibuktikan penyerahannya. 
 
5. Program Pembelajaran 
Program Pembelajaran Desa Vokasi memuat;  
1. Materi program pembelajaran yang berkaitan dengan 
pengembangan keterampilan (vokasi) berbasis potensi 
dan kearifan lokal;  
2. Materi penunjang yang berkaitan dengan kewirausahaan 
meliputi: membangun dan meningkatkan perilaku, pola 
pikir dan sikap wirausaha,  manajemen usaha, dan 
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pemasaran (mencari peluang usaha, tata cara merintis 
usaha kecil, administrasi usaha, pemasaran, pengelolaan 
keuangan, strategi persaingan, jejaring kerja);  
3. Lama atau jumlah jam belajar disesuaikan dengan jenis, 
spesifikasi dan tingkat keterampilan (vokasi) yang 
dipelajari. 
 
Waktu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program 
desa vokasi disesuaikan dengan bidang keterampilan/vokasi 
dan tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik. 
Pembelajaran Desa Vokasi minimal 150 jam pelajaran, 
termasuk rintisan wirausaha. 
 
6. Proses Belajar Mengajar 
Proses belajar mengajar mencakup: 
a. Teori 
1) Penguatan pengetahuan yang terkait dengan bidang 
keterampilan dan lingkup kerja; 
2) Pemahaman tentang kesehatan dan keselamatan kerja 
(K3); 
3) Pemahaman terkait dengan pelayanan prima; 
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4) Pemahaman terkait dengan alat, bahan, dan prosedur 
yang terkait dengan bidang keterampilan. 
b. Praktik 
1) Praktik keterampilan yang diajarkan di lembaga dan 
merujuk pada kemampuan mengelola produksi dan 
usaha.  
2) Praktik manajerial sebagai upaya untuk meningkatkan 
kemampuan mengelola produksi dan usaha. 
c. Pembentukan karakter 
Pembiasaan sikap, perilaku, etos kerja, team work, 
kepemimpinan, kepribadian, disiplin, menjunjung tinggi 
penegakan hukum, kejujuran, budaya bersih, tanggung 
jawab, dan sebagainya. 
 
Proses belajar tersebut di atas dapat dilakukan secara 
bersama atau dimulai dengan penguatan teori, 
pembentukan karakter, dan praktek di lembaga 
penyelenggara program Desa Vokasi serta pembentukan 
kelompok usaha mandiri. 
7. Sarana belajar yang dimiliki 
Sarana belajar yang digunakan minimal memenuhi 
persyaratan teknis, baik dari segi jumlah dan kualitasnya 
yang diperlukan dalam proses pembelajaran, diantaranya: 
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a. Tempat  belajar teori dan praktik; 
b. Peralatan praktik/alat peraga sesuai dengan bidang 
keahlian/keterampilan yang diajarkan; 
 
8. Kriteria Pendidik 
Kriteria Pendidik/Instruktur Program Desa Vokasi adalah: 
a. Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan 
bidang keterampilan dan materi yang diajarkannya;   
b. Mampu melaksanakan pembelajaran pengetahuan, 
keterampilan, pengembangan sikap dan kepribadian 
terhadap peserta didik. 
 
9. Evaluasi Peserta Didik 
Lembaga penyelenggara program Desa Vokasi wajib 
melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. 
Pelaksanaan evaluasi peserta didik dilakukan selama dan 
setelah proses pembelajaran selesai.  
 
10. Perintisan Kelompok Usaha  
Proses perintisan kelompok usaha dilakukan setelah peserta 
didik dinyatakan selesai mengikuti program sesuai dengan 
jenis keterampilan yang diajarkan. 












A. Pengertian Bantuan Sosial Program Desa Vokasi 
 
1. Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan 
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan 
kepastian layanan pendidikan anak usia dini, 
pendidikan nonformal, dan pendidikan informal 
(Permendikbud No. 64 tahun 2012 pasal 2); 
2. Pemberian Bantuan Sosial Program Desa Vokasi 
adalah bantuan dana dari pemerintah untuk mendidik 
dan melatih warga masyarakat yang telah memenuhi 
persyaratan tertentu (penduduk usia kerja yang putus 
sekolah, pengangguran dan kurang mampu) untuk 
mengikuti program Desa Vokasi agar menguasai 
keterampilan fungsional praktis yang dapat dijadikan 
bekal  untuk usaha mandiri atau membuka peluang 
usaha sendiri. 
3 
TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH 
DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM 
DESA VOKASI 
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B. Tujuan Bantuan Sosial   
 
1. Memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan 
prioritas usia 18 s.d. 40 tahun, kecuali khusus untuk 
pembinaan pekerja anak, peserta boleh berusia 15 - 17 
tahun, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan 
serta sikap mental sesuai dengan kebutuhan mereka 
untuk bekerja atau berwirausaha dan meningkatkan 
kualitas hidupnya. 
2. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 
mengikuti program pembelajaran keterampilan, serta 
fasilitasi perintisan kelompok usaha mandiri; 
3. Memberikan peluang bagi lembaga kursus dan 
pelatihan maupun lembaga pendidikan dan organisasi/ 
lembaga lain untuk berpartisipasi dalam pengentasan 
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1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
bekerjasama dengan Bank Penyalur untuk 
menyalurkan dana bantuan sosial Desa Vokasi; 
2. a. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
melakukan sosialisasi penyelenggaraan program 
bantuan sosial Desa Vokasi kepada Dinas 
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
b. Dinas Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi 
kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan dan satuan 
pendidikan lain di daerahnya. 
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3. Lembaga/organisasi yang ingin memperoleh dana 
bantuan wajib menyusun proposal sesuai dengan 
petunjuk teknis (juknis) ini dan wajib memperoleh 
rekomendasi: 
3.1. Kepala desa/kepala pemerintahan setingkat desa. 
3.2. Induk organisasi (bagi organisasi profesi atau 
organisasi kemasyarakatan) 
3.3. Dinas pendidikan kabupaten/kota, UPTD 
BPKB/SKB, P2PAUDNI, BPPAUDNI, atau 
instansi terkait (pilih salah satu).  
Proposal disampaikan kepada Dinas pendidikan 
kabupaten/kota; atau Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan 
Kepala Desa/Lurah di daerah tertinggal, terpencil, 
atau terluar (3T) berdasarkan potensi di desa yang 
bersangkutan dapat mengajukan dana bantuan 
penyelenggaraan desa vokasi kepada Direktur 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan melalui Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota.  
Jika program yang diusulkan oleh Kepala Desa tidak 
ada lembaga di desa tersebut yang memenuhi syarat 
untuk menyelenggarakan program, maka Direktorat 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan Dinas Pendidikan 
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dapat membantu mengidentifikasi dan menetapkan 
lembaga/organisasi yang layak menyelenggarakan 
program di desa yang diusulkan. 
Lembaga/Organisasi/Asosiasi Profesi tertentu yang 
memiliki komitmen, kompetensi dan sumber daya juga 
dapat menyelenggarakan program Desa Vokasi di 
daerah tertinggal, terpencil, atau terluar (3T) di 
wilayah Republik Indonesia 
 
4. Proposal yang diterima oleh dinas pendidikan 
kabupaten/kota wajib diverifikasi kelengkapan 
proposalnya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. 
Selanjutnya, dikirim kepada dinas pendidikan provinsi; 
5. a. Di tingkat dinas pendidikan provinsi dibentuk Tim 
Penilai untuk menilai proposal dari kabupaten/kota. 
Tim Penilai tersebut terdiri dari: a) unsur dinas 
pendidikan provinsi, b) UPT Pusat atau UPT 
Daerah, c) unsur Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan, dan d) unsur organisasi mitra/asosiasi 
profesi kursus dan pelatihan.  
Tugas Tim Penilai di tingkat provinsi adalah:  
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1) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen 
proposal; 
2) Melakukan visitasi (apabila diperlukan) ke 
lembaga yang mengajukan proposal; 
3) Menyusun berita acara hasil verifikasi dan 
visitasi. 
Hasil verifikasi dan visitasi beserta proposal 
dikirim kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan 
5. b. Di tingkat Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan dibentuk Tim Penilai bantuan sosial Desa 
Vokasi pusat, yang terdiri dari unsur: a) Direktorat 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan, b) organisasi 
mitra/asosiasi, c) perguruan tinggi, dan UPT Pusat.  
Tugas Tim Penilai Pusat adalah: 
1) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen 
proposal; 
2) Melakukan visitasi (apabila diperlukan) ke 
lembaga yang mengajukan proposal; 
3) Menyusun berita acara hasil verifikasi dan 
visitasi. 
Hasil verifikasi dan visitasi disampaikan kepada 
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 
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6. Tim Penilai Pusat dan wakil Tim Penilai Provinsi 
melakukan rapat pleno penetapan lembaga penerima 
bantuan sosial yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan 
Kursus dan Pelatihan. Hasil pleno penetapan penerima 
bantuan sosial ditetapkan melalui surat keputusan 
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan; 
7. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
mengumumkan hasil penetapan kepada dinas 
pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, selanjutnya 
dilakukan penandatanganan akad kerjasama antara 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan 
lembaga penerima bantuan sosial sekaligus dilakukan 
orientasi teknis pelaksanaan program Desa Vokasi; 
8. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan 
dana bantuan sosial kepada KPPN Jakarta III; 
9. KPPN akan melakukan verifikasi berkas, apabila 
lengkap maka dana bantuan sosial akan dicairkan 
kepada rekening bank masing-masing lembaga 
pengusul melalui bank penyalur; 
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10. Lembaga/organisasi yang sudah menerima dana di 
rekening lembaganya, segera melaksanakan program 
Desa Vokasi sesuai akad kerjasama dan wajib 












11. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dinas 
pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, 
dan/atau UPT melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan program; 
12. Lembaga/organisasi penyelenggara wajib 
menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan program 
dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktorat 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 
Lembaga/organisasi penerima dana bantuan wajib mempublikasikan 
dalam bentuk media yang dapat dilihat masyarakat (spanduk, brosur, 
koran, atau bentuk lain) bahwa program ini terselenggara atas bantuan dan 
kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
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D. Waktu Pengajuan Proposal 
Waktu pengajuan proposal diatur sebagai berikut: 
1. Tahap I penetapan penerima dana bantuan sosial Desa 
Vokasi paling lambat bulan Mei 2013; 
2. Tahap II penetapan penerima dana bantuan sosial Desa 
Vokasi paling lambat bulan Juli 2013; 
3. Tahap III penetapan penerima dana bantuan sosial Desa 




E. Pelaporan   
Lembaga penyelenggara Program Desa Vokasi yang 
menerima dana bantuan harus menyampaikan laporan, 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) Laporan awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan 
yang disampaikan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak 
dana masuk ke rekening lembaga, dengan melampirkan 
fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah 
masuk ke rekening. 
 
2) Laporan akhir, yaitu laporan pelaksanaan program 
dibuat rangkap 4 (empat), dengan dilampiri bukti-bukti 
pengeluaran dan dokumen pelaksanaan program. 
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Laporan yang asli disimpan oleh lembaga 
penyelenggara sebagai bahan pertanggungjawaban 
audit/pemeriksaan, sedangkan 3 (tiga) rangkap laporan 
lainnya disampaikan kepada Direktur Pembinaan 
Kursus dan Pelatihan, Kepala Dinas Pendidikan 
Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota paling lambat dua minggu setelah 
selesai melaksanakan Program Desa Vokasi.  
Laporan akhir berisi:  
a) Laporan teknis, yang berisi minimal: 
(1) Proses pelaksanaan program Desa Vokasi; 
(2) Tingkat keberhasilan program Desa Vokasi; 
(3) Masalah dan kendala yang dihadapi; 
(4) Upaya penanggulangan permasalahan; 
(5) Saran-saran. 
b) Laporan keuangan 
(1) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana 
bantuan Desa Vokasi; 
(2) Tanda bukti pengeluaran dana; 
(3) Tanda bukti pembayaran pajak (pajak 
pembelian belanja barang operasional 
dibebankan kepada penjual). 
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F. Peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan  
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyaluran 
Bantuan Sosial Desa Vokasi 
Peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota dalam penyaluran bantuan sosial Desa 
Vokasi sebagai berikut: 
1. Peran Pemerintah Pusat 
Peran Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI 
Kemendikbud meliputi: 
a. Menyusun petunjuk teknis program Desa Vokasi; 
b. Menyusun kuota tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 
c. Melakukan sosialisasi; 
d. Membentuk tim penilai di pusat dan provinsi; 
e. Melakukan penilaian dan penetapan calon penerima 
bantuan sosial; 
f. Melakukan penandatanganan akad kerjasama dan 
menyelenggarakan orientasi teknis bagi penerima 
bantuan sosial; 
g. Mengelola penyaluran dana bantuan sosial 
bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) dan bank penampung; 
h. Melakukan monitoring dan evaluasi program. 
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2. Peran Pemerintah Provinsi 
Pemerintah provinsi dapat berperan dalam penyaluran 
bantuan sosial Desa Vokasi antara lain: 
a. Membentuk tim bantuan sosial; 
b. Mengkoordinasikan kuota dan program kepada 
kabupaten/kota (memberi rekomendasi untuk 
proposal yang diajukan kepada direktorat); 
c. Melakukan sosialisasi program Desa Vokasi di 
daerahnya; 
d. Membantu pusat dalam menerima, memverifikasi, 
dan visitasi proposal bersama Unit Pelaksana 
Teknis pusat; 
e. Membantu pusat dalam membuat nominasi calon 
penerima bantuan sosial; 
f. Membantu pusat dalam melaksanakan orientasi 
teknis calon penerima bantuan sosial; 
g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program. 
3. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota 
Pemerintah kabupaten/kota dapat berperan dalam 
penyaluran bantuan sosial Desa Vokasi antara lain: 
a. Melakukan sosialisasi program Desa Vokasi di 
daerahnya; 
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b. Melakukan verifikasi kelengkapan proposal dan 
memberi kepastian keberadaan lembaga pengusul 
(memberikan rekomendasi); 
c. Mengirimkan proposal ke provinsi untuk dinilai; 
















A. Pakta Integritas 
 
Pakta integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam 
pengelolaan dan penggunaan anggaran. Apabila melanggar 
hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas akan 
dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi 
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
B. Pernyataan Kesanggupan 
Pernyataan kesanggupan adalah surat pernyataan pimpinan 
lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan 
proposal yang telah disetujui dan mematuhi ketentuan-




DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM 
DESA VOKASI 
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C. Pertanggungjawaban Mutlak 
Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab 
lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program 




(Dana bantuan Sosial program yang telah diterima menjadi tanggung  
jawab sepenuhnya pihak penerima dana, dan apabila terjadi  
penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana). 










A. Indikator Keberhasilan 
Indikator keberhasilan Bantuan Sosial Program Desa 
Vokasi adalah: 
1. Minimal 90% dari jumlah peserta didik dapat 
menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas. 
2. Minimal 60% dari peserta didik yang telah selesai 
mengikuti pembelajaran program Desa Vokasi  
merintis usaha. 
3. Pelaksanaan program bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. 
4. Adanya laporan penyelenggaraan program dan 
keuangan Program Desa Vokasi; 
5. Kecepatan dan ketepatan dana Bantuan Sosial Program 





INDIKATOR KEBERHASILAN DAN 
PENGENDALIAN MUTU BANTUAN 
SOSIAL PROGRAM DESA VOKASI 
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B. Pengendalian Mutu 
Pengendalian mutu penyelenggaraan Program Desa Vokasi 
dilakukan dengan: 
1. Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan 
Kursus dan Pelatihan, UPT P2PNFI/BPPNFI, Dinas 
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota. 
2. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 














Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 
tahun 2012 tentang Bantuan   Kepada Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di Bidang PAUDNI, 
Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, dan DIPA 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2013, 
maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
menyediakan dukungan untuk penyelenggaraan Program Desa 
Vokasi dalam bentuk: 
1. Sosialisasi program Desa Vokasi,  yaitu kegiatan publikasi 
tentang petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sosialisasi ini 
dilakukan kepada UPT (P2PAUDNI, BPPAUDNI), Dinas 
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 
BPKB/SKB, Organisasi Mitra, Asosiasi Profesi, Lembaga 
Kursus dan Pelatihan, dan unsur terkait lainnya. Informasi 
6 
DUKUNGAN PEMERINTAH 
(DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS 
DAN PELATIHAN) 
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secara online tentang program Desa Vokasi dapat diunduh 
di website Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
www.infokursus.net atau  www.paudni.kemdiknas.go.id/ 
kursus 
2. Penyediaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan bahan ajar 
untuk kursus dan pelatihan yang terstruktur. 
3. Pembekalan program Desa Vokasi, diberikan kepada 
lembaga kursus dan pelatihan atau lembaga pendidikan lain 
sebagai penyelenggara program Desa Vokasi.  
4. Dana bantuan merupakan stimulan untuk penyelenggaraan 
pembelajaran program Desa Vokasi yang ada pada 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sifat dana ini 
adalah bantuan sehingga tidak semua komponen dibantu 
100%. Total dana Bantuan Sosial Program Desa Vokasi 
tahun 2013 secara nasional sebesar Rp 17.600.000.000,-  
untuk 11.000 peserta didik. 
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No Provinsi Peserta Anggaran
1 Aceh 150 240,000,000                   
2 Sumatera Utara 275 440,000,000                   
3 Sumatera Barat 205 328,000,000                   
4 Riau 150 240,000,000                   
5 Jambi 150 240,000,000                   
6 Sumatera Selatan 250 400,000,000                   
7 Bengkulu 150 240,000,000                   
8 Lampung 250 400,000,000                   
9 Bangka Belitung 125 200,000,000                   
10 Kepulauan Riau 125 200,000,000                   
11 DKI Jakarta 50 80,000,000                      
12 Jawa Barat 675 1,080,000,000                
13 Jawa Tengah 700 1,120,000,000                
14 D.I. Yogyakarta 225 360,000,000                   
15 Jawa Timur 700 1,120,000,000                
16 Banten 150 240,000,000                   
17 Bali 145 232,000,000                   
18 Nusa Tenggara Barat 160 256,000,000                   
19 Nusa Tenggara Timur 160 256,000,000                   
20 Kalimantan Barat 155 248,000,000                   
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No Provinsi Peserta Anggaran
21 Kalimantan Tengah 150 240,000,000                   
22 Kalimantan Selatan 150 240,000,000                   
23 Kalimantan Timur 150 240,000,000                   
24 Sulawesi Utara 125 200,000,000                   
25 Sulawesi Tengah 125 200,000,000                   
26 Sulawesi Selatan 250 400,000,000                   
27 Sulawesi Tenggara 150 240,000,000                   
28 Gorontalo 125 200,000,000                   
29 Sulawesi Barat 125 200,000,000                   
30 Maluku 125 200,000,000                   
31 Maluku Utara 125 200,000,000                   
32 Papua Barat 125 200,000,000                   
33 Papua 125 200,000,000                   
34 Ditbinsuslat 4,200        6,720,000,000                





Total peserta sejumlah 6.800 disalurkan melalui 
mekanisme kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan 
4.200 peserta didik disalurkan langsung dari Direktorat 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan kepada peserta didik 
melalui: a) UPTD BPKB/SKB, b) Program Gerbang 
Kampung, c) Kerjasama Kemdikbud dengan 
Kementerian/Lembaga lain, d) TNI Manunggal 
Membangun Desa (TMMD), e) Kerjasama Kemdikbud 
dengan Organisasi Keagamaan, f) ILO, g) Daerah 3T, h) 
Organisasi/lembaga pendidikan nonformal yang 
menyelenggarakan kursus dan pelatihan.  
 








Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan 
dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam 
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan 
mengendalikan pengelolaan dana bantuan sosial Program Desa 
Vokasi.  
Kami memberitahukan kepada semua lembaga pengelola dana 
bantuan sosial Program Desa Vokasi bahwa ”jangan tergiur 
oleh berbagai rayuan yang  modusnya  penipuan agar 
memperoleh dana Bantuan Sosial Program Desa Vokasi 
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai 
contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan 
dana kepada lembaga”. Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan menyalurkan dana sesuai dengan petunjuk 
teknis, profesional dan transparan. 
Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi 
langsung ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
dengan nomor Telepon 021-5725503, Fax. 021-
5725503/5725041. Dapat juga  mengunjungi website: 
www.infokursus.net dan/atau 
www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus, 
email: ditbinsus@yahoo.co.id atau 
ditbinsuslat@kemdiknas.go.id. 
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan 
ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 

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